
BUPATI MINAHASA UTARA 
PROVINSI SULAWESI UTARA 

PER.\TURAN BllPATI MINAHASA lffARA 
NOMOR lf3TAHUN 2020 

TEJITA!l'G 

PBTUllJUK TBKJDS PBIIBERIAll GA.JI ATAU PUGBASIJ.AN 
KETIGA BELAS TAHUJI 2020 

DUGAR RAHIIAT TUBAll YAKG MAHA BSA BUPATI MIKAIIASA UTARA 

Menimbang 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan k.etentuan Pasal 17 ayat (2) Peratura.n Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau 
Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Repub}ik Indonesia, 
Pegawai Non Pegawai Negeri SipiJ dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji 
atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten 
Minahasa Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 
RepubHk Indonesia Nomor 4343); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana te)ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 201 I tent.ang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor l 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Talmo 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembar:an Negara 
Republik Indonesia Tahun 20.15 Nomor 5.8, Tambahan.Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, Tuniangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, ~ 



Menetapkan 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6545); 

MEMUTUSKAN : 

PBRATURAII 
PEIIBBRIA!f 
T.ABUK 2020. 

BUPATI T.BIITAIIG PBTUIIJ1JK TBKIDS 
GAJI ATAU TUNJ'A11GA1' KBTIGA BBLAS 

BABI 
KETENTUAN UMUM. 

Pasal l 
Dalam. Peraturan Bupati Minabsa Utara ini yang dimaksud dengan; 
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah osonom. 

3. Pegawai Negeri SipiJ selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu., diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan; 

4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati 
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota 

DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara. 
6. Pengguna Anggaran selanjutnya di singkat PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
SK.PD yang dipimpinnya. 

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara 
umum daerah. 

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat OPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan angga.ran oleh pengguna anggaran; 

9. Surat Peri.ntah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah 
dokumen yang diterbitkan oJeh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeJuaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga/penerima: 

lO. Surat Perimah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokomen 
yang digunakan sebagai dasar peneairan dana yang diterbitkan oleh BUD 
berdasarkan SPM. 

BABU 
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN 

PEMBA \' ARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA B.ELAS 

P.a..~l2 
Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 diberikan kepada: } 



a. PNS; dan 
b. Caton Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 3 
Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 tidak diberikan kepada: 
a. Pejabat Negara; 
b. Anggota DPRD; 
c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan 
d .. PNS yang sedang ditugaskan di roar instansi pemerintah baik di dalam maupea di 

luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. 

Pasal 4 
( 1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli. 
(2} Dalarn hal penghasilan I (satu) bulan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud ayat 

( 1) belum dibayarkan sebesar pengbasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih 
kekurangan Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas. 

PasaJ 5 
Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat ( l) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan atau tunjangan mnum. 

Pasal 6 
Penghasilan sebagaimana din1aksud dalam Pasal 4 ayat (I) diberikan bagi Calon PNS, 
paling banyak meliputi: 
a. 8{) % (delapaa pulub persen) dari gaji pokok PNS: 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

Pasal 7 
Gaji, Turtjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat ( l) tidak tennasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, 
tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau 
tunjangan khusus guru atau tunjangan kehonnatan, tambahan penghasilan bagi guru 
PNS, insentif khusus, loojangan sehsih penghasila», dan tunjangan lain yang diletapkan 
dengan peraturan penmdang-undangan, 

Pasal 8 
(1) Dalam hal PNS menerima lebih dari t (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 , maka Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan 
salah satu yang jumlahnya lebih besar. 

(2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan L 
Ketiga Betas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib f 



mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Dalam hal PNS seka1igus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima 
tunjangan janda/duda maka diberikan Uaji, Tunjangan atau .Pcnghasilan Ketiga 
Betas sekaligus pensiun Ketiga Betas sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau 
Tunjangan Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan janda/duda. 

Pasal 9 
(l) Besaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimksud 

dalam Pasal 4 ayat ( l) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Betas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) dikenakan pajak penghasitan sesuai dengan kctentuan peraturan perundang­ 
undangan dan ditanggung pemerintah. 

Pasal 10 
( t) Gaji, Tunjangan atau Penghas.iJan Ketiga Belas tahun 2020 dibayarkan pada bulan 

Agustus. 
l2) nalam hat Gaji, Tnnjangan aian Penghasilan Kenga Betas sebagaimana dimaksod 

pada ayat ( 1) belwn dapat diJaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan­ 
bulan berikutnya. 

Pasal t l 
Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO 
dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan di hngkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 12 
( l) Pembayaran Gaii, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Betas dibayarkan melalui 

mekanisme langsung (LS). 
(2) PA mengajukan SPM-LS Gaji, Tunjangan atau Pengbasilan Ketiga Betas beserta 

kelengkapannya kepada BUD untuk diterbitkan SP2D. 
(3) SPM-LS Gaji. Tunjangan atau Penghasilan Keuga Belas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) dibuat secara terpisah dengan menggunakan SPM-LS Gaji, 
T unjangan atau Penghasilan Ketiga Betas untuk pembayaran gaji pokok, 
tunjangan keluarga, tunjangan jabata.n atau tunjangan umum. 

(4) SPM-LS Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) hnmf a dibuat tersendin ~n terpisah dengan SPM-l.S gajj atau 
tunjangan bulanan. 

(5) Jenis SPM-LS Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau 
susulan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasi1an Ketiga Betas. ~ 



BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Minahasa 
Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji dan 
Tunjangan Ketiga Belas serta Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan 
P.emerintah Kabupaten Minabasa Utara (Berita Daerah Kahupaten Minahasa Utara 
Tahun 2019 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada taoggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Minahasa Utara. ~ 

1No. Pengelola 
L epala Bidang Pembendaharaan 

Pada Badan Keuangan 

' 2. ekretaris Badan Keuangan 

3. , epata Badan Keuangan 

4. epala Bagian Hukum 

5. sisten Administrasi Ummn 

6. kretaris Daerah Kabupaten 
inahasa Utara 

7 Wakil Bupati Minahasa Utara 
8 upati Minahasa Utara gan hormat 

I lllllllk 
I ditandatangani . 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

: .Airmadidi 
: JI f,\~\l.>-\U~ l~lo 

Diundangkan di 
pada tanggal 

: Airmadidi 
: 11 A~~w 1()1.o 

SE.KJU:TAJllS PAE.RAH KABUPA TEN MlNAHASA llTARA, 

~-~~L----------::----- 
JEMMY HENGKY KUBU 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA trr ARA TAHUN 2020 NOMOR '-13 


